
PERWAL NO. 6, BD 2024/NO. 6, 22 HLM 

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 

2024 

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 89          
ayat (3), Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara 
Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;   

- Dasar Hukum :  

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan       
Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang 
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954         
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 551); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014         
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6018), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019           
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021          
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6617); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021         
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       
Nomor 6618); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023         
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6881); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 
Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, 
dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 310); Peraturan Daerah Kota Cirebon 
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Produk hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 



Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2020 Nomor 5); Peraturan Daerah Kota Cirebon    
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Nomor 107); Peraturan Daerah Kota Cirebon 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022     
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon      
Nomor 117); Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3     
Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang 
Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128); 
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Nomor 138); Peraturan Wali Kota Cirebon 
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon (Berita 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 18), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 86 
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota 
Cirebon Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon (Berita 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 89);  

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur beberapa BAB, 
yaitu: 

BAB I KETENTUAN UMUM 
BAB II JENIS PELAYANAN 
BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN 
BAB IV PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG 
BAB V TATA CARA PENILAIAN OBJEK RETRIBUSI  
BAB VI PEMBAYARAN DAN PENYETORAN 
BAB VII PELAPORAN 
BAB VIII PENGURANGAN, PEMBETULAN, DAN 
PEMBATALAN KETETAPAN 
BAB IX PEMERIKSAAN RETRIBUSI 
BAB X PENAGIHAN RETRIBUSI 
BAB XI KEBERATAN 
BAB XII KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN 
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI  
BAB XIII PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF 
BAB XIV PEMBERIAN SANKSI 
BAB XV KETENTUAN PENUTUP  
 



CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan 2 Mei 2024. 

- Lampiran : 1 

 

   

 


